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ABSTRAK 

Bank memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

juga harus didukung dengan perkembangan infrastruktur di daerah. Maka dari itu butuhkan 

kecepatan dan ketepatan dalam pembangunan. Dalam Pembangunan, dibutuhkan sumber daya 

manusia yang mumpuni yaitu pemborong atau kontraktor yang telah memiliki kualifikasi dan 

modal yang memadai. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemborong dengan 

kualifikasi tersebut tapi tidak memiliki modal yang cukup. Maka dari itu, PT BPR Bank 

Boyolali (PERSERODA) memfasilitasi permasalahan ini dengan adanya Kredit Pemborong. 

Kredit Pemborong ini diberikan kepada pemborong yang telah memenuhi syarat dan 

berdomisili di Kabupaten Boyolali. Dalam pemberian Kredit Pemborong harus memenuhi 

aspek-aspek tertentu dan prosedur yang ada, serta mengikuti alur yang telah di tetapkan. 

Penelitian ini berisi tentang prosedur penanganan Kredit Pemborong pada PT BPR Bank 

Boyolali (PERSERODA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan Kredit 

Pemborong, penanganan kredit bermasalah pada Kredit Pemborong dan kelemahan Kredit 

Pemborong. Hasil penelitian ini adalah saran untuk mengatasi kelemahan Kredit Pemborong. 
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BAB I: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bank terlibat dalam penyaluran dana-dana Masyarakat dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi (Mahrani, 2023). Pertumbuhan ekonomi, perlu didampingi oleh pembangunan 

infrastruktur daerah yang sangat menunjang kegiatan ekonomi serta berpengaruh pada 

kehidupan ekonomi dan bermasyarakat. Maka dari itu, diperlukan kecepatan dan pemerataan 

dalam proses pembangunan daerah. Dalam ketepatan dan pemerataan Pembangunan, 

dibutuhkan SDM yang mumpuni dan modal yang memadai. Sedangkan di Kabupaten Boyolali, 

sudah cukup banyak pemborong yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek. 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pemborong atau kontraktor di Kabupaten Boyolali 

No Jumlah Pemborong Tahun 

1. 80 kontraktor 2021 

2. 80 kontraktor 2022 

3. 76 kontraktor 2023 

Sumber: Data kontraktor GAPENSI 2024 

Namun pada prakteknya, pemborong yang sudah memiliki kualifikasi tersebut, tidak 

semua di dukung dengan modal yang memadai sehingga hal tersebut dapat menghambat 

proyek yang harus diselesaikan. Melihat permasalahan tersebut, PT. BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) membuat suatu produk kredit baru untuk memfasilitasi pemborong untuk 

memperoleh modal dalam mengerjakan proyek secara mudah dan murah. Kredit tersebut 

Bernama kredit pemborong yang dikhususkan untuk pendanaan proyek dengan agunan SPK 

dan SPMK yang dimiliki oleh pemborong.  

Tabel 1.2 

Data OSC PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) tahun 2021-2023 

No Tahun OSC 

1. 2021 Rp. 17.760.900.000 

2. 2022 Rp. 36.448.000.000 

3. 2023 Rp. 23.522.000.000 

Sumber: Bagian Kredit PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 2024 
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Menurut sumber data bagian kredit PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) dari tahun 

2021 ke tahun 2022, mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami 

penurunan dikarenakan tahun politik, jadi proyek dari Pemerintahan Kabupaten Boyolali 

sedikit dikurangi. Kredit pemborong di PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) menunjukkan 

tren yang cukup baik. Sudah cukup banyak pemborong yang memanfaatkan fasilitas kredit 

tersebut dan tentunya akan berbanding lurus dengan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten 

Boyolali. 

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilewati sebelum suatu kredit 

dicairkan (Claudio Yosia Tumbel, 2015). Hal ini bertujuan untuk mempermudah bank dalam 

menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Penilaian yang dilakukan akan berpengaruh 

dengan besaran pemberian kredit oleh bank, penilaian seperti ini dilakukan dengan melihat 

riwayat hidup nasabah, ketergantungan Perusahaan pada jasa konsultan, keterbukaan antar 

pihak yang terlibat keinginan debitur untuk mempercepat kredit, permohonan kredit debitur 

tidak sesuai dengan aslinya dan yang terakhir persoalan pada manajemen (Julius R. 

Latumaerissa, 1999). Dalam pemberian kredit pemborong, PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) perlu mempertimbangkan beberapa aspek dan alur atau tahapan yang tepat.  

Ada beberapa cara dalam menstabilkan perekonomian. Salah satu caranya adalah kredit, 

karena adanya kredit dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan hubungan ekonomi 

internasional (Tahirs, 2019). Selain itu, bank juga memainkan peran dalam pembangunan 

ekonomi karena dengan pemberian kredit dapat mengembangkan sektor riil (Wulansari, 2020). 

Namun, disamping kelebihan tersebut, kredit juga memiliki kelemahan yaitu pada risiko kredit 

seperti kredit bermasalah (Putri & Mukhlis, 2022). Kredit bermasalah seperti ini harus dapat di 

tangani oleh Bank. 

Secara umum, kredit bermasalah merupakan segala kredit yang memiliki risiko tinggi, 

dapat memiliki kelemahan dan tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh bank 

(Arthesa,et al., 2010). Menurut Handayani, S., & Nengsih, M. K. (2019), ada beberapa faktor 

penyebab kredit bermasalah, salah satunya adalah kesalahan debitur, yaitu adanya 

permasalahan kelurga debitur, kegagalan usaha, kejadian tidak terduga seperti bencana alam, 

dan pemborosan oleh debitur. Penanganan untuk kredit bermasalah dapat diselesaikan secara 

yudisial dilakukan melalui penjadwalan, persyaratan, dan penataan kembali (Firmanto, 2019). 

Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui cara PT BPR Bank Boyolali 
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(PERSERODA) dalam menangani kredit bermasalah yang dapat muncul pada kredit 

pemborong. 

PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Kabupaten Boyolali. Salah satu layanannya ialah penyediaan kredit untuk pemborong atau 

kontraktor yang berdomisili di Boyolali. Saya memilih PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

karena tidak semua BPR memiliki produk layanan kredit pemborong dan juga belum ada yang 

pernah meneliti mengenai topik tersebut. Alasan saya mengambil topik ini, karena pada saat 

ini jarang ada penelitian yang membahas mengenai Kredit Pemborong seperti ini. Maka dari 

itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk Masyarakat umum. Selain 

itu, topik ini juga relevan dengan bidang keilmuan saya yaitu manajemen keuangan. Tujuan 

penelitian ini adalah mengidentifikasi prosedur kredit pemborong, penanganan kredit 

bermasalah pada kredit pemborong dan kelemahan kredit pemborong serta memberikan saran 

terhadap penanganan kelemahan dari kredit pemborong yang diharapkan dapat bermanfaat 

untuk PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA). 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) dapat memfasilitasi pemborong? 

b) Aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan kredit pada 

pemborong? 

c) Bagaimana alur dalam pengajuan kredit pemborong? 

d) Apakah ada kelemahan dari kredit pemborong pada PT. BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA)? 

e) Bagaimana penanganan kredit bermasalah pada kredit pemborong? 

1.3 Tujuan  

a) Mengetahui bagaimana PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) memfasilitasi kredit 

pemborong. 

b) Mengidentifikasi prosedur kredit pemborong. 

c) Menganalisis kelayakan kredit pemborong. 

d) Memahami aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memberikan kredit pada 

Pemborong. 

e) Mengidentifikasi kelemahan kredit pemborong. 

1.4 Implikasi 
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1.4.1 Untuk Manajemen PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

a) Membantu pada bagian kredit umum. 

b) Memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk Perusahaan. 

c) Membantu dalam kemajuan kredit pemborong. 

1.4.2 Untuk Pemborong 

a) Mengetahui alur pengajuan kredit pemborong. 

b) Menjadi pedoman sebelum mengambil kredit. 

c) Mengetahui pelayanan untuk pemborong. 

1.4.3 Untuk Akademisi dan Masyarakat 

a) Menambah ilmu pengetahuan tentang kredit pemborong. 

b) Mengetahui alur dalam kredit pemborong. 

c) Mengetahui kelemahan dari kredit pemborong. 
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BAB II: KAJIAN LITERATUR 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perbankan 

Menurut Darmawati, definisi bank adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama 

yaitu menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat (Trisela & 

Pristiana, 2021). Hal ini dikarenakan bank menjadi perantara dari pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan 

sangat mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga 

ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang 

membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa 

yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistim 

pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang 

digunakan untuk menyimpankan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan ke 

Masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan 

standar hidup masyarakat. Bank merupakan Lembaga yang mengelola dana dengan simpanan, 

giro, deposito, surat berharga, memberikan pinjaman dan penanaman dana pada surat berharga. 

Pengertian bank menurut pendekatan pada fungsi ekonomi adalah lembaga yang menyimpan 

uang dan menyalurkan pada usaha-usaha Masyarakat serta memberikan pelayanan lainnya 

(Supriyadi, 2018). 

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya 

Kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1988, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang beroperasi secara konvensional dengan prinsip 

syariah, yang dlam menjalankan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Maka, 

kegiatan dalam BPR lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Kegiatan yang ada di BPR 

hanya mengelola dana dan menyalurkannya, bahkan dalam mengelola dana tidak boleh ada 

simpanan dalam bentuk giro. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang serupa. Dalam jangkauan wilayah operasi, BPR 
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juga dibatas, yaitu hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia saja. Larangan lainnya bagi 

BPR adalah ikut kliring serta transaksi valuta asing.  

Pada tahun 2022, dalam Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor 

keuangan (RUU P2SK), kini ada peraturan yang mengubah BPR yang sebelumnya adalah Bank 

Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Menurut hasil penelitian dari Indria 

Widyastuti, D. Y. (2019), BPR berpengaruh signifikan pada peningkatan omzet dan margin 

laba bersih. Meskipun begitu, peran BPR dalam pembiayaan masih relatif kecil jika 

dibandingkan dengan pembiayaan Bank Umum lainnya. Itu disebabkan karena BPR memang 

memiliki modal terbatas yang tidak sebesar Bank Umum. Faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pemberian kredit bisa dari pemerintah ataupun BPR tersebut. 

2.1.3 Peran bank dalam ekonomi 

Menurut Putri, J. Y., & Gandakusuma, I. (2022), bank merupakan salah satu indikator 

dalam perekonomian suatu negara, semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara, semakin 

tinggi pula peranan perbankan. Menurut Mahrani, W. (2023), Indonesia merupakan negara 

berkembang, maka dari itu adanya industri perbankan menjadi lebih penting. Keterlibatan 

perbankan diperlukan dalam pengumpulan dan penyaluran dana masyrakat yang nantinya 

dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Mendoza & Terrones (2008), krisis 

ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia, terkait dengan peningkatan kredit yang didahului 

oleh arus masuk modular yang besar tetapi tidak dengan disertai dengan reformasi sistem 

keuangan. 

Peran perbankan dalam suatu daerah untuk kemajuan ekonomi suatu daerah menjadi 

lebih besar. Karena pada dasarnya bank adalah industry yang sejenis yaitu seluruh bank dapat 

menawarkan dan melayani berbagai produk yang relatif sama. Maka dari itu, dalam penghadapi 

persaingan ini, bank perlu memodifikasi sedikit atau banyak dari beberapa produk bank yang 

dimiliknya. Dengan demikian, bank memiliki peran dalam ekonomi dalam penyediaan kredit 

sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. 

2.1.4 Pengertian kredit 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, "Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit dalam ekonomi 
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sederhana adalah penundaan pembayaran. Kredit memiliki arti, barang atau uang yang diterima 

sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani 

“Credere” yang berarti kepercayaan dan kepercayaanlah yang terkandung dalam perkreditan si 

pemberi dan penerima kredit. 

Menurut buku Andrianto (2020) mengenai manajemen kredit, ada beberapa pendapat 

tentang pengertian kredit, diantaranya: 

1) Menurut Hasibuhan  

Semua jenis kredit merupakan sebuah pinjaman yang harus dibayar besera dengan 

bunganya oleh debitur melalui perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 

2) Menurut Kasmir  

Kredit merupakan sebuah pembiayaan yang dapat berupa uang atau tagihan yang setara 

dengan uang. 

3) Veithzal Rivai  

Kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar 

kepercayaan dengan pernjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah 

disepakati. 

2.1.5 Kredit pada perbankan 

Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang bermodal dan pihak yang 

membutuhkan modal. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank 

diartikan sebagai lembaga komersial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Indonesia. Dalam sudut pandang perbankan, kredit memilki kedudukan sebagau 

sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan komersial. Prosedur pemberian kredit 

sesuai dengan peraturan OJK nomor33/PJOK.03/2018 mengenai Pedoman Standar Kebijakan 

Perkreditan Bank Perkereditan Rakyat tahun 2018. 

Menurut Firnanda,  silvyta dwi. (2022), lembaga keuangan seperti bank, sebaiknya 

mengeluarkan kredit untuk mengingkatkan kinerja perusahaan. Bank sebaiknya mampu 

meminimalisir risiko-risiko dari penyaluran kredit. Selain itu, bank diharapkan dapat 

memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kredit pada perbankan. 

Dalam sebuah bank yang memberikan fasilitas kredit, maka risiko kerugian sebagian besar 

akan timbul dari kegiatan kredit tersebut, maka dari itu pengelolaan fasilitas kredit harus 

dilakukan dengan baik dan memiliki pengawasan yang memadai. Dalam memberikan fasilitas 
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kredit, bank harus memiliki rasa percaya pada peminjam, bahwa uang yang akan diberikan 

pada peminjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan sesuai dengan 

yang tertera dalam perjanjian pemberian kredit. 

2.1.6 Bunga kredit 

Pendapatan dari bunga kredit merupakan pendapatan utama dalam industri perbankan. 

Dalam Undang-Undang no. 10 tahun 1988 dapat didefinisikan bahwa kredit sebagai penyedia 

uang dan segala sesuatu yang dapat dirubah menjadi uang, dengan adanya perjanjian atau 

kontrak pinjaman yang telah disetujui pihak bank dengan pihak peminjam yang mengharuskan 

peminjam membayar kembali dengan bunga sesuai jangka waktu yang tertentu. 

2.1.7 Tujuan dan fungsi kredit 

Menurut buku Andrianto (2020) mengenai manajemen kredit, ada beberapa tujuan dari 

kredit: 

a) Mendapat keuntungan 

Bunga yang terdapat dalam kredit tersebut akan diterima oleh bank sebagai balas jasa 

dan biaya admisnistrasi untuk pencairan kredit yang diberikan kepada nasabah tersebut 

merupakan keuntungan yang diprioritaskan oleh bank. Keuntungan dari bung aini akan 

digunakan untuk kelangsungan opersi dalam kegiatan usaha bank. Maka dari itu, jika 

bank terus-menerus mengalami kerugian, kegiatan operasi bank tidak akan lancar dan 

mungkin akan ditutup. 

b) Membantu usaha nasabah 

Kredit yang diberikan oleh bank biasanya digunakan sebagai modal kerja atau investasi 

bagi peminjam. Maka dari itu tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah sehingga 

usaha nasabah dapat berkembang. 

c) Membantu pemerintah 

Kredit dari bank dapat mendukung pemerintah dalam program Pembangunan. Karena 

kredit dari bank ini dapat memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dalam mengembangkan usahanya sehingga ada perputaran arus barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Menurut buku Andrianto (2020) mengenai manajemen kredit, adapun fungsi dari kredit: 
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1) Meningkatkan daya guna uang. 

2) Meningkatkan daya guna barang. 

3) Peningkatan pada peredaran uang. 

4) Stabilitas ekonomi 

5) Meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha. 

6) Meningkatkan pendapatan nasional 

7) Alat untuk hubungan ekonomi internasional. 

2.1.8 Penggolongan Kredit 

Menurut Kasmir (2012: 106-107), Bank Indonesia mengklasifikasikan kredit menurut 

kredit baik atau tidak berdasarkan metrik, yaitu:  

1. Lancar Kredit dapat digolongkan lancar jika:  

a) Membayar bunga dan pokok tepat waktu saat jatuh tempo   

b) Memiliki rekening cadangan yang aktif pada saat rekening utama bermasalah  

2. Dalam perhatian khusus: suatu pinjaman dianggap berbunga khusus dengan kriteria, 

yaitu:    

a) Jatuh tempo 90 hari, tunggakan pokok dan bunga   

b) Cerukan sesekali   

c) Jika kredit sebelumnya belum diselesaikan, pelanggan meminta kredit baru   

3. Kurang lancar: pinjaman akan dianggap kurang lancar jika memenuhi kriteria, yaitu:  

a) Keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang lebih dari 90 hari  

b) Menunjukkan nasabah mengalami permasalahan keuangan  

4. Diragukan Dianggap diragukan apabila memenuhi kriteria khusus:  

a) Pelanggan terlambat membayar pokok dan bunga lebih dari 180 hari  

b) Lemahnya penggunaan kontrak kredit dan dokumen jaminan   

5. Macet Kualitas kredit dianggap macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a) Pelanggan menunda pembayaran pokok dan bunga lebih dari 270 hari.  

b) Kerugian operasional diimbangi dengan pinjaman baru 

2.1.9 Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian 

kewajiban- kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran 

bunga, denda keterlambatan (Andrianto, 2020). Secara umum, kredit bermasalah merupakan 

segala bentuk kredit yang memiliki resiko tinggi, memiliki kelemahan dan tidak memenuhi 
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standar kualitas yang ditetapkan oleh bank (Arthesa,et al., 2010). Risiko kredit bermasalah 

merupakan masalah yang terjadi yang bisa diakibatkan dari 2 faktor, yaitu internal dan 

eksternal, baik dari sisi nasabah ataupun sisi bank. Penyebab terjadinya kredit bermasalah bisa 

berasal dari internal bank ataupun pengaruh eksternal. Menurut Tampubolon (2004) Risiko 

kredit dari internal bank merupakan penyebab utama kredit bermasalah. 

Kredit bermasalah dapat disebabkan karena standar kredit yang diberikan terlalu longgar, 

manajemen kredit yang kurang baik dan bank tidak dapat membaca kondisi ekonomi yang 

dapat menyebabkan kredit bermasalah. Faktor internal penyebab kredit bermasalah adalah 

penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian, konflik pemilik usaha, kelalaian 

nasabah karena sifat nasabah, dan lain-lain (Khatimah, H., & Kasmiah, 2020). Menurut 

Handayani, S., & Nengsih, M. K. (2019), Kesalahan debitur, seperti masalah keluarga, 

pemborosan, kegagalan usaha, pemutusan pekerjaan bagi debitur yang berstatus karyawan, dan 

post-majeur atau bencana alam, adalah penyebab kredit bermasalah. Gagal bayar dapat 

disebabkan oleh dua jenis pelanggan: pelanggan yang mampu tetapi tidak mau membayar; atau 

pelanggan yang tidak bisa membayar karena kondisi ekonominya berubah (Rustam 2013). 

Salah satu cara untuk meningkatkan atau mengurangi risiko kredit adalah dengan 

meningkatkan penyaluran kredit. Ini dapat dilakukan jika kondisi ekonomi berubah, seperti 

suku bunga dan nilai tukar (Pertiwi, Eka Risna, et. Al, 2020). Perubahan ekonomi dapat dilihat 

dari beberapa faktor, diantaranya, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan GDP.  

2.2 Kerangka Kerja 

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) yang merupakan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis prosedur kredit pemborong, penanganan kredit bermasalah pada kredit 

pemborong dan kelemahan kredit pemborong. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan 

penulis yang ikut dalam menjalankan prosedur kredit pemborong dan melakukan wawancara 

pada beberapa karyawan yang juga ikut andil dalam prosedur kredit pemborong. 

 

 

 

 



23 
 

BAB III: METODOLOGI 

3.1 Pendekatan 

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Pada wawancara akan dilakukan dengan 

bagian kredit umum terkait dengan prosedur kredit pemborong dan kelemahan pada kredit 

pemborong. Selanjutnya juga melakukan analisis data pada laporan kredit pemborong yang 

terdahulu. 

3.2 Unit Analisis 

Penulis ingin berpartisipasi pada produk kredit pemborong. Kredit pemborong ini di 

lakukan oleh bagian kredit umum. Maka dari itu, unit analisisnya adalah bagian Kredit dan 

Kredit Umum. Rencana yang akan penulis lakukan: 

a. Diskusi singkat mengenai bagian kredit umum terkait prosedur dan mekanisme kredit 

pemborong, sebagai gambaran awal observasi yang akan dilakukan.  

b. Observasi prosedur kredit pemborong bersama dengan bagian kredit umum yang lain. 

c. Wawancara terkait kredit pemborong bersama bagian kredit umum. 

d. Menganalisis melalui data yang telah di dapat.  

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang akan saya gunakan adalah kombinasi dari data primer dan data sekunder. 

Pada data primer, saya melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa orang dalam 

Perusahaan. Saya menentukan target orang yang bisa diwawancarai melalui bagian dan 

keterkaitan dengan rencana tugas akhir yang akan saya buat. Beberapa orang yang saya 

wawancarai diantaranya; ada 2 Account officer (AO) bagian kredit umum, Kepala sub-bagian 

(Kasubag) kredit umum, Kasubag kredit bermasalah, Customer Service (CS) bagian kredit 

umum dan Direktur Bisnis. 

Sedangkan data sekunder tersebut, saya dapatkan melalui laporan yang sudah di buat di 

Perusahaan mengenai kredit pemborong. Data tersebut memang terbuka untuk di pelajari oleh 

pemagang, namun untuk identitas dari nasabah atau pemborong yang bersangkutan tidak boleh 

disebut dalam laporan. 

3.4 Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Firman 

(2018), Teknik analisis deskriptif dimulai dengan mengelompokkan data yang serupa bersama-

sama. Ini diikuti dengan interpretasi untuk memberi makna pada sub-aspek individual dan 

hubungan di antara mereka. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi terhadap seluruh 

aspek tersebut untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya yang 

menjadi fokus penelitian di PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA). Hal ini akan melibatkan 

beberapa bagian yang berhubungan dengan kredit. Menurut Firman (2018), laporan penelitian 

kualitatif sebagian besar menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis. Data lain yang 

diperlukan mencangkup data dari nasabah dan pemborong, seperti analisis kelayakan kredit, 

company profile, dan prosedur kredit pemborong. Data tersebut akan di sajikan dalam bentuk 

deskripsi dan tabel bila perlu. Setelah itu ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah 

ditemukan tersebut.  
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Umum 

4.1.2 Profil Perusahaan  

       PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Bank yang berlokasi 

di Jl. Merbabu No.2b, Sumber Lerak, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali,  

Jawa Tengah. Berdiri pada tanggal 5 April 1968 dengan SK Gubernur kepala daerah Tingkat 1 

Jawa Tengah No. Kep 018/KM.17/1996 dan Surat Keterangan No. KET.143/MK.II/1980 pada 

tanggal 19 Mei 1980. 

       PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) memiliki tujuan, yaitu: 

a) Melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi. 

b) Menangani Pelepas uang di daerah, terutama pada pasar. 

c) Menunjang Pembangunan pada segala bidang. 

d) Dijadikan sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat daerah. 

4.1.2 Visi dan Misi PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

a. Visi: 

Terwujudnya Bank yang tangguh dalam persaingan, profesional dalam kinerja dan 

sehat. 

b. Misi: 

a) Meningkatkan mutu pelayanan yang optimal. 

b) Memberikan hasil yang terbaik. 

c) Memberikan citra perbankan yang baik. 

d) Memperluas jangkauan pelayanan. 

4.1.3 Sejarah PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

       Sejarah pendirian PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA): 
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1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor K.24/1968 tanggal 5 April 

1968, pada pertengahan tahun 1968 di Boyolali didirikan “BANK PASAR” yang 

merupakan salah satu cabang dari Perusahaan Daerah Kabupaten Boyolali. 

2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 150/KU/Adm/B/1968 

tanggal 9 Desember 1968, pada pertengahan tahun 1968 didirikan “BANK DESA” 

yang merupakan salah satu cabang dari Perusahaan Daerah Kabupaten Boyolali. 

3. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 151/KU/Adm/1968 

tanggal 9 Desember 1968, pada pertengahan tahun 1968 didirikan “BANK 

KARYAWAN” yang merupakan salah satu cabang dari Perusahaan Daerah Kabupaten 

Boyolali. 

4. Pada tanggal 30 Juni 1970, tiga bank tersebut di atas difungsikan menjadi satu badan 

dengan nama “LEMBAGA PERKREDITAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI” 

dengan dasar Perda Kabupaten Boyolali No. 7 Tahun 1970, dan masih tetap menjadi 

salah satu cabang dari Perusahaan Daerah Kabupaten Boyolali. 

5. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1980, atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Boyolali Nomor 4 Tahun 1979, Lembaga Perkreditan Daerah tersebut dipisahkan dari 

Perusahaan Daerah Kabupaten Boyolali, dan berdiri sendiri sebagai perusahan dengan 

nama “PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR DATI II BOYOLALI”. 

6. Badan Usaha tersebut mendapatkan ijin melanjutkan usaha dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dengan Surat Keterangan No. KET.143/MK.II/1980 tanggal 19 Mei 

Tahun 1980. 

7. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dati II Boyolali Nomor 10 Tahun 

1995, terhitung mulai Tanggal 1 Oktober 1995 berubah nama menjadi 

“PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN DATI 

II BOYOLALI” dan telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan Nomor KEP.018/KM/17 tanggal 15 Januari 1996. 

8. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali No.17 Tahun 2011 tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali, telah berubah nama 

menjadi PD. BPR BANK BOYOLALI. 
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9. Berdasarkan pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

0001008. AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI 

(PERSERODA) 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

 

1) Direksi 

a) Menjalankan Perusahaan sesuai dengan rencana bisnis (Nailul Fikriya, 2020). 

b) Mewakili Perusahaan dalam kegiatan diluar Perusahaan (Nailul Fikriya, 2020). 

c) Melakukan pengelolaan Perusahaan dan mencapai hasil yang optimal (Nailul 

Fikriya, 2020). 

2) Komisaris 

a) Bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya terhadap pihak ketiga (Sari 

et al., 2023). 

b) Menyetujui atau memberi bantuan kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan 

perusahaan (Sari et al., 2023). 
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c) Betanggung jawab melakukan tugas pengawasan terhadap direktur (Hilmi et al., 

2018). 

d) Memberikan nasehat pada direksi untuk mencapai tujuan perusahaan (Hilmi et 

al., 2018). 

3) Kepala cabang 

a) Pencapaian pada target cabang sesuai rencana bisnis. 

b) Pengawasan operasional cabang yang efektif dan efisien. 

c) Melakukan evaluasi kinerja cabang, agar tercapai target sesuai rencana bisnis. 

d) Memberikan Keputusan yang objektif. 

4) Kepala bagian kredit 

a) Pencapaian target kredit sesuai rencana bisnis. 

b) Melakukan rapat untuk koordinasi dan evaluasi unit kerja kredit. 

c) Memberikan arahan, evaluasi dan motivasi pada tim kerja di bagian kredit. 

d) Mempunyai ide dan Solusi untuk menyelesaikan masalah di bagian 

e) Pembuatan laporan kredit. 

5) Kepala bagian dana 

a) Pencapaian target bagian dana sesuai dengan rencana bisnis. 

b) Melakukan koordinasi dan evaluasi unit kerja bagian dana. 

c) Pembuatan laporan dana. 

d) Melakukan pemasaran, hubungan relasi bisnis dan kunjungan ke nasabah. 

e) Kemampuan menangani permasalahan yang terjadi di bagian dana. 

4.1.5 Produk dan Layanan 

1. Kredit 

a. Kredit umum 

Kredit umum merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat umum untuk 

modal usaha atau pengembangan usaha. 

Tabel 4.1  

Tabel Suku Bunga Kredit Umum Per-bulan 

No Jangka Waktu Suku Bunga 

1 1 tahun 0,65% 

2 Diatas 1 tahun s/d 2 tahun 0,70% 
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3 Diatas 2 tahun s/d 3 tahun 0,75% 

4 Diatas 3 tahun s/d 4 tahun 0,80% 

5 Diatas 4 tahun s/d 5 tahun 0,85% 

Sumber: Bagian Kredit PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

b. Kredit pegawai 

Kredit pegawai merupakan kredit yang diperuntukan pada PNS (Pegawai 

Negeri Sipil), Kayawan swasta, TNI,dan POLRI yang sudah melakukan 

perjanjain Kerjasama dengan dinas atau instansi yang terkait. Mekanisme 

pembayaran kredit dilakukan dengan potong gaji. 

Tabel 4.2 

Tabel Suku Bunga Kredit Pegawai Per-bulan 

No Jangka Waktu Suku Bunga 

1 1 Bulan s/d 1 tahun 0,55% 

2 Diatas 1 tahun s/d 3 tahun 0,60% 

3 Diatas 3 tahun s/d 5 tahun 0,65% 

4 Diatas 5 tahun s/d 10 tahun 0,70% 

5 Diatas 10 tahun s/d 15 tahun 0,75% 

6 Khusus Anggota DPRD s/d 5 tahun 0,55% 

7 Kredit PPK dan TKHL s/d 5 tahun 0,60% 

Sumber: Bagian Kredit PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

c. Kredit pemborong 

Kredit pemborong adalah kredit yang diberikan untuk pemborong atau 

kontraktor yang mendapatkan proyek di Kabupaten Boyolali. Maksimal 

pemberian kredit adalah 60% dari nilai kontrak, dengan suku bunga 10% per 

tahun menggunakan bunga menurun dan bunga dipotong pada saat realisasi 

kredit. 

Pinjaman yang diterima, dipotong dari plafon kredit sebesar: 

a) 1% untuk Provisi. 

b) 1% untuk Administrasi. 

c) Biaya notaris sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Kredit KPR 
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Kredit Pemilikan Rumah atau KPR adalah kredit yang diberikah untuk 

pembiayaan kepelikan rumah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

primer. 

e. Kredit perangkat desa 

Kredit ini juga melalui mekanisme potong gaji yang dimana kita diuntungkan 

karena proses penggajian Perangkat Desa juga melalui PT BPR BANK 

BOYOLALI (Perseroda). 

Tabel 4.3  

Tabel Suku Bunga Kredit Perangkat Desa Per-bulan 

No Jangka Waktu Suku Bunga 

1 1 bulan s/d 1 tahun 0,65% 

2 Diatas 1 tahun s/d 3 tahun 0,70% 

3 Diatas 3 tahun s/d 5 tahun 0,75% 

4 Diatas 5 tahun s/d 10 tahun 0,80% 

Sumber: Bagian kredit PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

2. Simpanan 

a. Tabungan SIMASDA 

b. Tabungan Bersama 

c. Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar) 

d. Tabungan bejangka 

3. Layanan 

a. Layanan PPOB 

b. Layanan SMS Banking 

c. Layanan WA infiniti 

4.1.6 Kredit pada PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

Sasaran PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) adalah mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan Pembangunan daerah di segala bidang. PT. BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) memiliki beberapa produk dan layanan, diantaranya kredit, simpanan dan 

layanan. Pada Kredit, ada beberapa macam, yaitu: 

1) Kredit Pegawai 
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Jenis Kredit ini untuk Pegawai ASN maupun non ASN (Swasta), yang dimana melalui 

mekanisme potong gaji setiap bulan dengan syarat sudah ada Kerjasama (MOU) antara PT 

BPR BANK BOYOLALI (Perseroda) dengan Dinas atau Kantor dimana ASN / non ASN 

tersebut bertugas. Pada Kredit Pegawai ini ada beberapa macam jenis Kredit: 

a) Kredit pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Wilayah Boyolali. 

b) Kredit ASN di luar wilayah Boyolali dan anggota TNI/Polri. 

c) Kredit pegawai bagi anggota DPRD. 

d) Kredit pegawai non-ASN (swasta). 

e) Kredit ASN penerima tambahan penghasilan (TPP). 

f) Kredit perangkat desa 

Kredit ini juga melalui mekanisme potong gaji yang dimana kita diuntungkan karena 

proses penggajian Perangkat Desa juga melalui PT BPR BANK BOYOLALI (Perseroda). 

2) Kredit umum 

Jenis kredit ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha di lingkup Kabupaten Boyolali dan 

Sekitarnya untuk menambah modal kerja, dengan sumber pengembalian dari hasil usaha 

debitur yang telah dianalisa oleh AO (Account Officer) dan harus memakai agunan dengan 

nilai plafond pinjaman tidak melebihi nilai taksasi agunan tersebut. Jangka waktu kredit 

maksimal 60 bulan (5 tahun). 

3) Kredit pemborong atau kontraktor 

Merupakan Kredit Umum kepada para kontraktor atau Pemborong untuk pembiayaan 

pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Boyolali, dengan maksimal pemberian kredit 

sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak dan dengan Jaminan Tagihan Termijn 

pekerjaan serta Jaminan Tambahan (jika diperlukan). 

4.2 Data Khusus 

4.2.1 PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) dalam memfasilitasi Kredit Pemborong 

Sudah banyak pemborong atau kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan 

proyek, namun memiliki kendala dalam hal modal kerja. Modal kerja adalah hal utama dalam 

sebuah industri, karena dengan adanya modal kerja dapat berpengaruh pada keuangan industri 

(Dahlia et al., 2019). PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) memberikan fasilitas kredit untuk 

pemborong yang berdomisili di Kabupaten Boyolali dan mengerjakan proyek di Kabupaten 
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Boyolali. Menurut Putri, J. Y., & Gandakusuma, I. (2022), bank merupakan salah satu indikator 

dalam perekonomian suatu negara, semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara, semakin 

tinggi pula peranan perbankan. PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) mengambil peran 

untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Boyolali dengan mendukung Pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan oleh pemborong atau kontraktor.  

Pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa oleh pemerintah harus dilakukan secara elektronik, 

yang artinya, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik. Dalam memfasilitasi Kredit Pemborong, PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) melakukan pemantauan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Kabupaten Boyolali. Dengan ini, PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) dapat melihat 

pemenang tender dan domisili pemborong. Selanjutnya, PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) bisa memperkirakan kemungkinan Kredit Pemborong yang masuk. 

4.2.2 Aspek yang perlu diperhatikan dalam Kredit Pemborong 

1. Nilai proyeknya dengan presentase pinjamannya 

Besaran nilai proyek dan presentase yang dapat diambil merupakan aspek yang harus 

diperhatikan, karena akan mempengaruhi besaran kredit yang akan cair. 

a) Nilai proyek: merupakan nilai atau harga dari proyek yang di dapatkan atau 

tender yang dimenangkan oleh Pemborong. 

b) Persentase pinjaman: merupakan persentase dari maksiman pinjaman kredit 

yaitu sebesar 60%, dengan suku bunga 10% per tahun. 

2. Riwayat pekerjaannya kontraktor  

a) Riwayat proyek yang sebelumnya meliputi keberhasilan dan kelancaran proyek 

sebelumnya.  

b) Riwayat pengembalian kreditnya. Pemborong dengan Riwayat yang bagus, 

akan lebih mudah dalam pengajuan kredit. Aspek ini perlu diperhatikan karena 

terkadang masih ada pemborong yang bermasalah dalam pengembalian kredit. 

c) Riwayat direktur, yaitu dalam segi sifat dan tanggung jawab pada kredit.  

3. Sumber pembayarannya dan tujuan pembayarannya 

a) Sumber pembayaran ini merupakan instansi atau owner dari pemberi proyek. 

Aspek ini harus diperhatikan karena PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

perlu bekerjasama dengan instansi tersebut untuk memastikan pembayaran 
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kredit pemborong. Dalam hal ini, pada saat pembayaran proyek untuk 

kontraktor, dari dinas atau instansi terkait akan menghubungi PT BPR Bank 

Boyolali (PERSERODA) terlebih dahulu untuk pemotongan kredit, baru setelah 

itu diberikan ke kontraktor. 

b) Tujuan pembayaran ini adalah rekening pembayaran yang akan dituju ketika 

dana proyek cair. PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) perlu memastikan 

agar dana masuk terlebih dahulu ke bank untuk pelunasan kredit. 

4. Termin yang akan diambil 

Termin adalah metode pembayaran dengan jangka waktu yang berbeda, tergantung 

pada perjanjian awal yang telah disepakati oleh pihak PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) dan pihak pemborong atau kontraktor. Pada Kredit Pemborong PT 

BPR Bank Boyolali (PERSERODA), termin yang rata-rata dipilih adalah dicicil 

beberapa kali dan pelunasan di akhir. Aspek ini perlu diperhatikan karena akan 

mempengaruhi kembalinya kredit dan penagihan kredit. 

4.2.3 Prosedur dan Alur Kredit Pemborong PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

Gambar 4.2 

Alur Kredit Pemborong PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkas masuk melalui Customer Service (CS) bagian Kredit dan di 

cek kelengkapan berkasnya 

Di berikan kepada Account Officer (AO) untuk 

di analisis kreditnya 

Pengajuan sesuai kewenangan 

Pencairan kredit yang dilakukan oleh Customer 

Service (CS) bagian Kredit 
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a. Berkas masuk dan di cek kelengkapannya oleh Customer Service (CS) kredit. 

Berikut kelengkapan yang harus di cek: 

a) Akta Pendirian 

b) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), 

TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUJKN (Izin Usaha Jasa Konstruksi), 

ASOSIASI 

c) KTP, susunan pengurus 

d) Foto direktur 

e) SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) asli dan 

fotocopy. 

f) Time schedule dan cash budget 

g) Rencana penarikan termin 

h) RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan RAP (Rencana Anggara Pelaksanaan). 

i) Surat persetujuan Persero 

j) Surat memperpanjang perizinan 

k) Riwayat kredit (jika nasabah lama) 

l) Idep (Informasi Debitur) 

m) Analisa kredit yang ditandatangani oleh AO 

n) Nomor rekening SIMASDA 

o) Surat permohonan pembayaran termin 

p) Surat kuasa memotong Tabungan 

q) Surat pernyataan pekerjaan tidak diorderkan 

r) Surat pernyataan tidak ambil uang muka 

s) Laporan keuangan atau neraca 

t) Foto 0% bangunan fisik 

Pesyaratan lain: 

Monitoring 

Pelunasan kredit 
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a) Surat persetujuan Persero atau Komisaris untuk mengambil kredit. 

b) Surat kuasa memotong rekening Tabungan Simasda di PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA). 

Jika sudah lengkap, langsung diserahkan kepada Account Officer (AO). Jika belum 

lengkap, akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. 

b. Berkas yang sudah lengkap diberikan kepada Account Officer (AO). Melakukan 

pengecekan lebih lanjut, yaitu BI checking, pengecekan LPSE dan dinas. Jika lolos 

akan masuk pada Analisis Kelayakan Kredit yang memiliki 2 output yaitu, layak atau 

tidak layak. Jika tidak lolos, akan di tolak dan dikembalikan. 

c. Pengajuan sesuai dengan kewenangan 

a) 0 – Rp.150.000.000,00: bisa kepala bagian kredit jika di kantor pusat dan kepala 

cabang jika dari kantor cabang. 

b) Rp.151.000.000,00 – Rp.300.000.000,00: melalui Direktur Bisnis 

c) Lebih dari Rp.300.000.000,00: melalui Komite Kredit yang harus berjumlah 

ganjil. 

Pengajuan ini harus mendapatkan izin dari orang yang berwenang sesuai dengan 

besaran kredit. Jika di setujui, lanjut pada pencairan kredit. Jika tidak di setujui, harus 

mengulang dari awal. 

d. Pencairan kredit pemborong yang dilakukan oleh Customer Service (CS) kredit. 

e. Monitoring. 

Memonitor pemborong atau kontraktor yang mengambil kredit pemborong. Monitoring 

pada pencapaian proyek. 

f. Pelunasan kredit. 

Pembayaran kredit oleh pemborong atau kontraktor yang telah menyelesaikan proyek. 

Akan diberikan waktu satu bulan setelah proyek untuk pelunasan. Pada bagian ini, 

setelah sebelumnya melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait proyek, 

pada saat pembayaran proyek pada kontraktor, dinas atau instansi tersebut akan 

menghubungi PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) terlebih dahulu agar melakukan 

pemotongan untuk kredit, baru setelah itu uang masuk kepada kontraktor. 

4.2.4 Kelemahan dari kredit pemborong PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

       Berdasarkan prosedur kredit pemborong yang telah dijabarkan di atas. Kredit Pemborong 

dari PT. BPR Bank Boyolali (PERSERODA) memiliki celah atau kelemahan. Kelemahan 

tersebut ada pada jaminan dalam kredit pemborong ini. Jaminan pada kredit pemborong ini 
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hanya berupa surat-surat, yaitu SPK dan SPMK. Masih ada kemungkinan pemborong atau 

kontraktor bisa kabur dari kredit karena tidak ada jaminan yang kuat. Hal itu menyebabkan 

adanya risiko kerugian pada bank. 

Selain itu, kelemahan yang lain adalah risiko dari pesaing. Kredit Pemborong juga di 

sediakan oleh beberapa bank lainnya. Terkadang bank tersebut memiliki kelebihan lain seperti 

dalam kecepatan proses dan pencairan kredit. Maka, PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

harus dapat menangani kelemahan ini. 

4.2.5 Penaganan Kredit Pemborong yang bermasalah 

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian 

kewajiban- kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran 

bunga, denda keterlambatan (Andrianto, 2020). Permasalahan kredit pemborong berupa proyek 

gagal atau ambruk dan pemborong atau kontraktor harus membayar denda serta kerugian atas 

proyek tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) akan memindahkan dari Kredit Pemborong ke Kredit Umum yang memakai 

agunan. Maka, pemborong atau kontraktor harus memiliki agunan yang sesuai dengan besaran 

kredit yang telah diberikan. Dalam 5 tahun terakhir, tidak ada Kredit Pemborong yang 

bermasalah. Semua kredit berjalan dengan lancar dan tepat waktu. 

Apabila setelah di pindah ke Kredit Umum masih tidak bisa melunasi, maka akan 

menggunakan penanganan kredit bermasalah pada Kredit Umum, yaitu: 

1) Penagihan ke nasabah pada saat 2 kali telat: melakukan konfirmasi alasan telat 

membayar kredit. Biasanya jika ada alasan dari nasabah, akan dilakukan mediasi. 

2) Apabila masih bermasalah, akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1 yang memiliki 

umurnya 7 hari. 

3) Apabila masih belum ada jawaban, akan dilakukan Surat Peringatan (SP) 2 yang 

juga berumur 7 hari. 

4) Selanjutnya apabila masih belum ada Tindakan, akan diberikan Surat Peringatan 

(SP) 3 yang memiliki umur 7-8 hari. 

5) Jika masih diabaikan, akan dilakukan penilaian agunan ulang. Melakukan 

kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai harga agunan 

yang telah diajukan sebelumnya. KJPP adalah sebuah usaha Persekutuan dan 

bergerak dalam bidang layanan jasa penilai dan konsultan. 
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6) Setelah harga muncul dan mediasi tidak memberikan hasil, akan dilanjutkan ke 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

7) Dilakukan pelelangan agunan yang telah diajukan. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT 

BPR Bank Boyolali (PERSERODA) memiliki produk Kredit Pemborong untuk memfasilitasi 

pemborong atau kontraktor yang telah memiliki kualifikasi namun kekurangan modal. Dalam 

pemberian kredit pemborong ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu; nilai 

proyek dengan presentase pinjamannya yang sebesar 60%, riwayat pekerjaan kontraktor; 

riwayat kelancaran proyek, riwayat pengembalian kredit dan riwayat direktur, termin yang 

diambil sesuai dengan kesepakatan pertama oleh pemborong dan pihak PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA), sumber pembayaran kredit dan rekening tujuan pembayaran kredit. Prosedur 

pemberian kredit yang dilakukan diantaranya; berkas masuk serta pengecekan kelengkapan, 

pengecekan pemborong, analisis kelayakan kredit, pengajuan sesuai kewenangan, pencairan 

kredit, monitoring dan pelunasan kredit. Kredit Pemborong pada PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) memiliki 2 kelemahan, yaitu; lemahnya jaminan yang hanya menggunakan 

SPK dan SPMK, dan risiko pesaing. Dalam menangani kredit bermasalah pada Kredit 

Pemborong, PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) akan mengalihkan kreditnya ke Kredit 

Umum yang menggunakan agunan. Jika masih bermasalah, akan melakukan penanganan 

sesuai dengan Kredit Umum.  

5.2 Saran 

1. Pemberian kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Karena memiliki jaminan yang ringan, yaitu hanya menggunakan SPK dan SPMK. PT 

BPR Bank Boyolali (PERSERODA) perlu meningkatkan kewaspadaan dalam 

pemeriksaan riwayat kontraktor.  

2. Pelayanan cepat dan tepat. 

a) Cepat: cepat dalam pencairan kredit karena terkadang pesaing memiliki waktu 

yang lebih singkat dalam pencairan kredit, dimana itu dapat menarik minat 

pemborong atau kontraktor untuk tidak mengambil kredit di PT BPR Bank 

Boyolali (PERSERODA). Dengan melakukan pelayanan cepat ini, PT BPR 

Bank Boyolali (PERSERODA) dapat bersaing dengan bank yang memiliki 

produk sama. 

b) Tepat: tepat disini adalah tepat sasaran pada penerima kredit. PT BPR Bank 

Boyolali (PERSERODA) harus tepat sasaran dalam memilih pemborong atau 
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kontraktor yang akan menerima kredit. Agar tidak terjadi kredit macet atau 

bermasalah. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang 
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Lampiran 3. Transkrip Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana PT BPR Bank Boyolali 

(PERSERODA) dalam memfasilitasi 

Kredit Pemborong? 

PT BPR Bank Boyolali (PERSERODA) 

memberikan fasilitas kredit untuk 

pemborong yang berdomisili di 

Kabupaten Boyolali dan mengerjakan 

proyek di Kabupaten Boyolali. 

2. Bagaimana struktur organisasi pada PT 

BPR Bank Boyolali (PERSERODA) serta 

perannya dalam Perusahaan? 

Kepala cabang 

1) Pencapaian pada target cabang 

sesuai rencana bisnis. 

2) Pengawasan operasional cabang 

yang efektif dan efisien. 

3) Melakukan evaluasi kinerja 

cabang, agar tercapai target 

sesuai rencana bisnis. 

4) Memberikan Keputusan yang 

objektif. 

Kepala bagian kredit 

1) Pencapaian target kredit sesuai 

rencana bisnis. 

2) Melakukan rapat untuk 

koordinasi dan evaluasi unit 

kerja kredit. 

3) Memberikan arahan, evaluasi 

dan motivasi pada tim kerja di 

bagian kredit. 

4) Mempunyai ide dan Solusi 

untuk menyelesaikan masalah di 

bagian 

5) Pembuatan laporan kredit. 

Kepala bagian dana 

1) Pencapaian target bagian dana 

sesuai dengan rencana bisnis. 
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2) Melakukan koordinasi dan 

evaluasi unit kerja bagian dana. 

3) Pembuatan laporan dana. 

 

Transkrip wawancara dengan Direktur Bisnis 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Ada berapa macam kredit pada PT BPR 

Bank Boyolali (PERSERODA)? 

1) Kredit Pegawai 

2) Kredit Umum 

3) Kredit Pemborong 

Transkrip wawancara dengan Kasubag Kredit Umum 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang dimaksud kredit bermasalah 

dalam Kredit Pemborong di PT BPR Bank 

Boyolali (PERSERODA)? 

Kredit Bermasalah merupakan kredit 

yang tidak sesuai dengan alur yang 

seharusnya. 

2. Bagaimana penanganan kredit bermasalah 

pada Kredit Pemborong? 

Kredit Pemborong dialihkan menjadi 

Kredit Umum yang menggunakan 

agunan sertifikat tanah atau kendaraan. 

3. Bagaimana jika setelah menjadi Kredit 

Umum masih tetap bermasalah? 

Menggunakan prosedur Kredit Umum 

yang bermasalah. 

Transkrip wawancara dengan Kasubag Kredit Bermasalah 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Aspek apa saja yang harus di perhatikan 

dalam memberikan Kredit Pemborong? 

Bisa dari nilai proyek dengan persentase 

pinjamannya, riwayat pekerjaannya, 

sumber pembayarannya, tujuan 

pembayarannya kemana dan termin. 

2. Bagaimana alur dari prosedur pemberian 

Kredit Pemborong? 

(Telah diberikan penjabarannya) 

3. Apakah dalam setiap memberikan kredit 

harus sesuai dengan kewenangan? 

Ya, berlaku untuk semua jenis kredit. 

4. Apakah Kredit Pemborong memiliki 

kelemahan? 

Ya, pastinya dalam setiap kredit 

memiliki risiko kredit. Dalam Kredit 

Pemborong memiliki kelemahan pada 
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pengikatnya, yaitu hanya menggunakan 

SPK dan SPMK. Serta ada persaingan 

dengan Lembaga lain yang dapat 

memberikan kredit pada pemborong. 

5. Apa yang kepanjangan dari data OSC? OSC adalah Outstanding Credit yaitu 

seberapa banyak kredit yang telah 

dikeluarkan oleh bank. 

Transkrip wawancara dengan Account Officer (AO) 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Berkas apa saja yang dibutuhkan dalam 

pengajuan Kredit Pemborong. 

(diberikan catatan dan penjabarannya) 

Transkrip wawancara dengan Customer Service (CS) bagian Kredit 
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Lampiran 4. Daftar Hadir Magang 
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